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Bahwa untuk melindungi kesehatan masyarakat karena meng-
gunakan daging scbagai bahan konsumsi serta untuk melin-
dungl kesejahleraan dari pada ternak yang dipergunckan se-
bagai ternak potong maka dipandang perlu untuk menetapkan
Peraturan tentang Pemotongan ternak Potong.

Undang - undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Peme-
rintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No.
38: Tambahan Lembuaran Negara No. 3037)
Undang-umdang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentu-
tukan Dacrah Tingkat I Bali (Lembaran Negara Tahun
1958 No. 115 Tambahan Lembaran MNegara No. 16449);
Undang-undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan -
ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lem-
baran Negara Tahun 1967 No. 1 Tambahan Lembaran
Negara 2824).
Denpan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daersh
Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
MEMUTUSKAN

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tiogkat I Bali tentang Pe-
motongan Ternak Potong,
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.

. Pemerintah Daerah Tingkat 1/Tingkat 11 falah Peme-

rintah Dacrah Tingkat [ Bali/Daerah-Daerah Tingkat
Il di Bali

- Kepala Daerah Tingkat 1/Tingkat 11 jalah Kepala Da-

erah Tingkat I Bali/Daerah-Dacrah Tingkat 11 di Bali,

Dokter Hewan : ialah Dokter Hewan/Kepala Dinas Pe-
ternakan/Kepala Pelernakan Tingkal 11 di Bali.

Juru Daging : ialah petugas tchnis yang ditunjuk untuk
memeriksa ternak potong dan daging.

Jagal © falah mercka yang menjalankan pekerjann-pe-
kerjunn memotong ternak  potong mengerjakan daging
dan menjual daging, !
Ternak potong : ialuh sapi. kerbau, kuda, kambing,
domba can Bubi,

Daging : ialah lernak potong yang telah disembelib atan
baginn2nya termasuk pula anak yang moasih didalam
kandungan kecoali @ tandu%, kuku. kulit (kecuali kulit
Babil, Dari ketentuan distas dlkecuslikan bagian? yang
diawetkan tidak dengan cara didinginkan.

Rumah Pelong Umum @ jalah bangunan yang cidirkan
oleh Pemerintah, termasuk pekarangannva untuk memo-
tong ternak potong.

Rumah Potong Swasta @ jalah bangenan yang didirikan
olelr Swasta (Pengusaha) termasuk pekavdngannya untuk
tempal memotong lernak potong,

Rumah Potong Umua Pombanta : falah Rumah Potong

yang didirikan diluar Daerah Pemotongan Rumah Po-

Llong Uimm,

Pumotorgan davurat @ jaluh pemotongan ternak yane -

Iakukan sccara terpaksa karena =

— kecelakaan sehingga keadaannya sangat mengkhaws-
tirkan.

— sakit sehingga dikhawatickan okan mati,

~— dapat menimbulkan bahaya penularan Kesehatan U-
mum atau keamanan arang atau barano,

Baerah Pemotongan : ialah tempat/dacrah yang terletak
fberada dilinpkengar rumah potong dalam radius 5 Kn
dari Rumiah Potong Umum, kecuali ditentukan lain oleh
Kepala Daerah Tingkat 11



(13), Perusahann Daging : ialah orang atau Badan Hukue
yang mengusahakan jual beli daging baik dengan pe-
ngolahan maupun tidak dengan menggunakan bangunan
tempat menyimpan dan mengerjakan daging selain Ru-
mah Potong Umum,

(14). Pedagang Daging : ialuh mereka yang menjuzl atan
menjajakan/menawarkan daging dijalanan umum  atau
pada rumah - rumah kecuali penjual sate.

BADB IL

RUMAH POTONG UMUM DAN RUMAH POTONG
SWASTA
Pasal 2.

(1), Pemerintah Daerah Tingkat 1T mengusahakon Romah2
Potong Umum.

(23, Rumah-ramah Potong Umuom dimaksad pada ayat | pa-
sal ini ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Dokier
Hewan.

(31 Untok tiap2 Romah Potong Umum  ditenfukan Daerah
Pemotongannya dengan radivs 5 Km, Koeunli ditentukan
lain olch Kepala Daerah Tingkat 11

Pasal 3.

Ketentnan? yang berlake bagi Rumah Polong Umuom berlaku
pula bagi Rumah Potong Swasta, Rumah Potong Umum Pem-
barcty sebagaimana dimaksud dulam pasal 4 Peraturan Dac-
rale ini.
B AB IL
PEMAKAIAN RUMAH POTONG

Pasal 4.

Tata tertib pemakaian Rumah Potong ditetapkan oleh Bupati
Kepala Daerab Tingkat II dengan mendengarkan pertimbangan
- pertimbangan tehnis Dokter Hewan.

BAB IV.
PERSONALIA RUMAH POTONG
Pasal 5.

t0y Jurn Daging dan alae petugas? tehnis lainnya yang di-
tunjuk berlanggung jawab atas pekeriaan sehari - hari
di Rumah Potong Umum, Rumah Potong Swasta dan
Rumah Potong Umum Pembantu.

(2). Juru Daging dan ataw petugas2 tehnis dimaksud pada a-
yat (1) pasal ini :
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2. Diangkat dian diberhentikan oleh Kepala Daerah Ting-
kat II atas pertimbangan Dokter Hewan.

b. Bertanggung - jawab secara tchmis kepada Dokter
Hewan dan operatil administratif kepaca Kepala Da-
erah Tingkat IL

¢. Wajib menjaga kebersihan dan  ketertiban  Rumah
Potong.
BAB V.
PEMERIKSAAN TERNAK POTONG HIDUP
Pasal 6.

. Ternak Potong yapg akan disembelih harus dibawa ke-
rumah potong umum sehari sebelumnya dan ciperiksa
oleh Juru Daging.

. Pemeriksaan ternak potong yang dimaksud ayat (1) Pasal
ini meliputi pemeriksazn biaya potong, keschatan hew:n
‘dun kegumaseaya,

. Apabila menurut pemeriksaan dimaksud pada ayat (2)
pasal ini ternak polong itu baik untuk dipotong. maka
ternak potong terscbut harus diberi Cap P,

- Dilarang memetong hewan yang ditelak atan membawa-
nya ketempat - tempat diluar lingkungan Rumah Potong,
sebelumnya pemeriksaan lebih jauk dilakukan oleh Dok-
ter Hewan atau pegawai tehnis yang ditunjuk.

. Dokter Hewan atau Pagawai tehnis vairg of tunjok me-
nentukan apakah ternak potonz tersebut pada ayat (4)
pasal ini boleh diputong atau tidak, serta tindakan?2 lebih
lanjut - yang ‘diangpap poilu.

. Setelah Dokter Hewan atau petuzas tehnis yang ditun-
juk menyatakan bahwa teenak potong it boleh disembe-
lil, maka ia haros memberiken surat kir yvang hanya ber-
laku selama dua kali dua puluh empat jam.

- Juru daging atau petugas2 tehnis  yang  ditunjuk  harus
mencatat banyaknya, macamnya dan  kelaminnya dari
ternak potong yang dibaws kepadanya untuk diperiksa
dengan diterangkon nama pemilik atan yang Derhak, be-
rikut tanggal dan hasil pemeriksaannya.

- Untuk pemeriksaan ternak potong yang masih hidup di-
lakukan tiap2 hari kerja ¢f Rumah Potong antara ma-
tahari terbit dan matahari terbsnam.

BAB VI
PEMOTONGAN TERNAK PFOTONG
Pasal 7.

(1). Dilarang melakukan pekerjian jagal tanpa sweat ijin Ke-

pala Daerah Tingkat IT atas Pertimbangan Dokter Hewan,



(2.

(3).

(L.

(2).

(1,
{2).

(3).

Oleh Kepala Daerah Tisgkat 11 ditetapkan, syarat2 teh-
nis melakukan pekerjaan jagal.

Orang? yang mengandung penyakit menular atau penya-
kit kulit dilarang melakukan pekerjaan yang berhubungan
dengan daging.

-
Pasal 8,

Memotong ternak potong harus dilakukan ;
a. Di rumah Potong Umum dan di Rumah Potoag Umann
Pembantu untuk pemotongan umum.

. i Rumah Poloag Swasta untuk pomotongan oleh
perusahaan yang bersangkutan.
Untuk pemotongan yang diperuntukan bagi keperluan a-
gama/adat, dsbonyva dupat ditetapkan lain oleh  Kepala
Daerah Tingkat 11,
Pasal 9,

Pemotongan darurat boleh dilakukan diluar Rumah Po-
tong Umum.

Jika tesnak potong di potong darurat, maka pemiliknya
atau yang berhak diwajibkan dengan segera melaporkan
kepada Dokter Hewan dengan menysbut tempatnya.
Temnak Potong yang telah dipoiong derarut itu harus da-
lam keadaan lengkap bagiannya dan ditempat semula,
Lambung dan usus boleh dikeluarkan tetapi bagian ku-
litnya masih melekat pada belakangnya.

(4). Dokter Hewan alau petugas yang ditunjuk setelah menc-

(5).

rima laporan dimaksud dalam ayat (2) harus pergi mer
meriksa ketempat pemetongan darurat itu dilakukan.
Segera setelah ternak potong itu diperiksakan oleh Dok-
ter Hewan atau. petugas yang ditunjuk, maka perlakuan
sclanjutnya harus mengikwti  petunjuk  yang  diberikan
olech Dokter Hewan atau petugas yang ditunjuknya.

Masal 14.

Orang yang mempunyai atau yang berhak atas ternak yang
mati diwajibkan dengan segera melaporkan hal ini sccarn ter-
tulis pada Dokter Hewan dengan menyebut tempat adanya
ternak yang mati ite. Dalam hal ini berlako juga ketentuan2
dalam ayal (4) dan ayit (3) pasal 9,

Pasal 11,

(1). Memotong temak potong serta hal  vang beysanpkutan

dengan ity dan mengerjakan duging dan jeroan diseleng
garakan dibawah pengawasar juwru daging dan menurut
petunjuk - petunjuknya.

. Memotong ternak potong harus diperhatikan cara2 me-

motong menarut Agama,
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(30 Kecuali ketesduan calam ayat (2 pasal ioi, pemotongan
ternak potong dapat dilakukan seteluh ternak potong di-
biue dengan merusakkan secara sctempat otel hesar des
ngan alat pemingsan.

(4h Darah yang mengalic kelupr wobin pemotongan haros
ditadah dalam pingean dan atau beiana,

{5). Dilarang melakukan sesuatu perbuatan terhadap tersak
potong yang dipotong selnin dari pada yang Termekoud
untel mempercepat keluaraya darah dadd badan dan men-
cezah deping menjadi kotor,

(). Menguliti ternak potong yang dipotong (kecuali babi) ha
ris menrut cira? vang lentelag oldh Jure Daging dan
macam pisau yang dipergooakan harus sebasaimana di-
tentukan oleh Daokter Hewan.

B AB YVIL
PEMERIKSAAN DAGING

Pasal 12,
(1) Segera seteluh lernak poiong selesad dipolong, ternak po-
tong itu harus diperiksa lagi
{2). Ternak Potomg vang telah dipotong itu oleh pemilik hi-
me
a. diganteng pada alat? yang disediakan untuk keperlu-
an itn menurut petunjuk? yang diberikan oleh Dok-
ter Hewan.
b, dibelah memanjong tetapd  Kedua  bagiannys  masih
bergandengan disatu tempat,
c. dikeluarkan terlebih dahulu semun alat? tubub rong-
ca dada, ropgga perut dan pinggul kecuali ginjal,

(3). Dilarang membuka, membersihkan, mercbus dan menyin-
pan jeroan ternak polong yang dipotong didalam ruang2
lain daripada ruangan - russgan yang disedickan untuk
keperluan tersebut di Rumah Potong.

Pasal 13,
Selelum diadakan pemeriksann, mato techadap teraak potoag

yang dipotong ite dilarang mengadokan: idsan? dan ataun pci
motongan kecil2 ataw pengambilen schagian lemak poteng dan
alat2 dari ternak potong itu.

Pasai 14
Jure Daging herhak
a. meminta pertolongan seperlunya dani mereka yang me-

motong ternak potong. memeriksa daging atan ternak po-
tong,



b

(o
(2

(3L

(4}

(5.

mengirts - irds, memotong atay memperbual apa saja ler-
haclp ternak potong yang dipotong itu guna keperluan p-

meriksaan daging, alat tubuh dan bagian2 lain.

Pasal 15,

Juru daging mempunyai tugas memeriksa ternak potong
dan daging.

Ternak potong bidup dinyatukan buik oleh Juru Daging,
jika pada ternsk potong itu tklak terdapat perubahan-
perubzhan.

Jika Juru ﬁng]ug menemukan perubuhan2, maka pemerik-
suan selunjutnya dilakukan oleh Dokter Hewan, Demikian
pula ternak poteng yong di potong darurat hanya diperik-
=a cleh Dokier Hewan,

Waktu memeriksa temak potong den duging, Juru Di-
ging harus memperhatikan  potunjuk - petunjuk Dokter
Hevwan.

Jika Dokter Hewan menganggap perly, maka ternak po-
lomg yang berada di Rumah Potong Umum dapat dhamat
-amati didelam Kandang Rumah Potong Umum selama
wakin yvang ditentukan olehnya, akan tetapi tiduk boleh
lebih dari 14 hari.

Pasal 16

Dinvatokan tichak baik

a
.

d.

.

(1.
2k

(3).

daging yang dianggap berbahaya untuk Keschatan.

daging yang semula dalam keadoan baik, tapi karena
sesuatu sebab menjadi kotor hingga tidak boleh dipergu-
nakan sebopal bahan teabanan manusio.
duging yung manvenl peraturan umum  harus  dimusnah-
kan.

daging yang berasal davi ternak potong yung mati kumlah.
Darah ternak potonz yang menjac kotor oleh karena ber-
campur dengan kotoran i=i lambung dan usus, begite pu-
la berasal dari terpak potong yang menurut peraturan u.-
mum harus dibinasakan,

kulit terank potong yang menderita penyakit menular.

Pasal 17.

Degine yang diayatokan baik oleh Jure Daging diber
cap tanda pernyataan baik.

Cap tanch pernyatuan baik yang dipergunakan ditento-
kan oleh Kepala Daerah Tingkat 1T

Setelah dilakukan pameribsaan maka termak potong Jdan
daging sepera diberi tanda cap dengan memakai tinta
vang lidak berbahaya bagi kesehatan,

1t
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Pasal 18.

Ternak potong dun caging yang dinyatakan tidak baik diba-
kar/dimusnahkan di Rumah Potong.

(1}

(L)

{2}

{3).

BAB VIL
PENYIMPANAN DAGING
Pasal 19.

Tanpa ijin Dokter Hewan  dilarang membawa  keluar
daging yang dinyatakan bak dari Rumah Potong Umum
sebelum daging itu sclama 12 jam ber-turvt2 berada da-
lam ruangan peranginan daging.

. Ljin untuk mengeluarkan daging dari Rumah Potong U-

mum diluar waktu yang ditentukan hanya dapat diberi-
kan oleh Dokter Hewan yang berdasarkan pendapatnya
kepentingan konsumsi terjamin dun udak menpgangeu ke-
sehatan.

Pasal 240,
Dilarang menjual, menjajakan, menawarkan atau menye-
diakan daging untuk dijual
a. Daging yang tidak dinyatakan menurut ketentuan2
dalam peraturan daerah ini.

b. Daging yang dapat membahayokan manusia atau da-
ging yang dalam keadaan tichk baik termasuk daging
kotor oleh sebab apa saja sehingpa tidak boleh di-
pergunakan untuk bahan makanan manusia.

Juru daging dibolehkan memasuki pekarangan, bangunan2
dimana menurut persangkaannya terdapat daging untuk
dijual ataw disediakan untuk dijual, Apabila menurut
persangkaannya daging itu membahayakan keschatan ia
dapat menyuruh pemiliknya atau yang berhak membawa
daging tersebut dengan segern kerumah potong umum
vntuk diperiksa lebih lanjut.
Daging yang menurut pemeriksaan Juru Daging memba-
hayakar kesehatan oleh Dekter Hewan diperintahkan di
bakar di  Rumah Potong Umum,
Sebaliknya jikalau daging itu ternyata tidak membaha-
yakan keschatan, maka harga daging tersebut dapat di-
panti menurut harga penjualan dipasar bilamana oleh
pemeriksaan tersebut daging itu tidak mungkin dijual lagi.

BAR IX

RETRIBUSI DAERAH
Pasal 21.

(1). Pemerintah Daerah Tingkat IT dapat memungut Retribu-

si kepada barang siapa yang untuk sesuatu keperluan



mempergunakan Rumah Potong Umum dan Rumah Po-
tong Umwn Pembantu atau tata perlengkapannya dan
Jusa2 lainmya dari Pemerintah Daerah Tingkat II.

(2). Pungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini di-

(3%

(1)

{2}

tetapkan dengan peraturan Daerah,

BEAB X
PEMIUATAN IMAN PENGANGEKUTAN DAGING
Pasal 22,

. Dilarang melakukan Pekerjaan jagal tanpa mempunyai
surat ijin Kepala Daerah Tingkat 1I.

. Dalam surat Permohonan ijin d'maksud ayat (1) haros
termuat :

#. MNama si pemotong, disectal sorat keterangan kescha-
tannya serta surat keterangan berkelakuan baik.

b, Jika sipe ﬁmmnt, tidak menggunakan Rumah Potong
Umum d2n Rumah Potong Umum Pembantu untuk
’uu_n}iln“ an dan/atan mengerjokan daging harus ter-
zelut jelas tempnt perusehaar dagingnya.

¢. Keterangan tentang maximum jumiah ternak potong
yang dapat ditaruh dalam Rumah Potongnya.

d. Keterangan mengenal daging yang akan dijual ditem-

pat itu atau dipasar - pasar atau semua/sebagian da-

ging dijual kepada pongedar - pengedar daging.
Surat permchonan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal
ini hams disertai surat  keterangan  sipemohon  Dbahwa
ternak - ternak potorg yane didatangkan olehnya dari
[uar daerah Tingkat 1T akan dibawa langsung ke rumah
potong dengan memakay jalan terperdek.

Pasal 23.

Permohonan ijiy yane dimabksed avat (2) huof b pasal 22
tidak diberikan, jika sipemohon tidak memiliki rumah po
tong yans m_t'mt:nuhi syaral2 yang ditetapkan oleh Kepala
Dacrah Tingkat 11

Perusahaan daging hares diperlangkapi dengan alat2 yang
diperiukan menurut petunjuk? Dokter Hewan.

Paszal 24,

Surat §iin untuk menjadi jagal tidak diberikan

b,

Jika surat permohonan tidak memenuhi syarat2 vang di-
maksud dalam pasal 22 ayat (2).

Jikalau dalem tahon yang lampau sipenochon  dicabul
surat ijipnya tanpa pegmohonan sendiri.
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c. Jikalau surat permohonar: Udak disertai surat keterangan

(ASR

{2

(3

().

(2).

{3

dimak=ud dalam pusal 38 ayat (2) dan (3) serta pasal 22
avat {2) dan (3).

Pasal 25,

Surat Ljiin yang dimaksud dalom pasal 7 ayat (1) dan

pasal 22 ayat (lthanya berlaku untuk sipemuhon sendiri

dan tidak dapat diberikan kepada orang lain. Pemegang
surat ijin boleh mengangkat wakil atau pembantu yang
menyelengearakan perusshaan dagingnya dengan  mem-

beritahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah Tk, 11

nama dan alamat wakil tersebut.

Wakil itu. harus mentazti aturan? yang berlaku  untok

pemegang surpt ijin.

Orang, yang telah dihukum karena melanggar salah salu

dari Poraturan Daerah ini tidak diperbolehkan diangkat

sebagai jagal atau pembantu japgal,

Pemotong yang berhenti menjadi jagal harus memberi-

tahukan hal ini kepada Kepala Daerah Tingkat 11T dalam

tempo 8 hari.
Pasal 26.

Surat ijin yung dimoksud dalam pasal 7 ayat (1) dan

pasal 22 ayat {1} dapat dicabul oleh Kepala Daerah

Tingkat IL

a. Jika pemegang sural ijin atou wakilnya atau para
pembantunya melanggar salah satu  ketentwan2 da-
lam Peraturan Daerah ini.

b. Jika sesudah surat ijin diberikan terdapat kejadian
vang dapat menjadi sehab untuk menolak permintaan
itu.

c. Setelah Kepala Daerah Tingkat Il meperima  pem-
beritahuan yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (3)
atau sctelah pemegang surat ijin memohon  ditarik
Kembali swrat ijinnya.

d. Jlikalaw tidak dipenuhi perjanjian d'maksudkan da-
lam pasal 22 ayat (3).

Pencabutan surat ijin yang dimaksudkan dalam ayat (1)

diatas dilakukan dangan surat keputusan yang beralasan.

Atas surat keputusan Kepala Dasrah Tingkat 1T untuk

mencabut kembali surat ijin. yang dimaksudkan dalum

pasal 7 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1), maka jagal yang
bersangkutan dalam waktu sebulan sesudah tanggal surat
keputusan dapat minta  pertimbangan  Kepala  Daerah

Tingkat I yang dapat membatalkan surat keputusan pen-

cabutan terschut,

Pasal 27.
Sural fjin yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (1)

dan pasal 22 ayat (1) tidak berlaku lagi hilamana pemegang
surat ijin’ telab meninggal dunia,



Pasal 28, _
(1), Sipemohon dilarang mengijinkan masuk kedalam peru-
sahaan daging orang yang menderita penyakit menular,
yang mempunyai lukaZ atau penyakit2 lain.
(2), Jagal diwajibkan :

a. Menjaga semun pegawainya berpakaian bersih, se-
gala sesuatu diputuskan oleh Dokter Hewan.

b. Memberitahukan kepada Dokter Hewan  bilamana
diketahui atau disangka olehnya bahwa diantara pe-
gawainya ada scorang yang menderita penyakit ma-
nudar,

Begitupun bilamana ia mengetahui bahwa  diantara
keluarga pegawainya atau dalam keluarga pegawainya
tinggal, berjangkit penyakit menular,
Pasal 29,
(1), Jugal diwajibkan menjaga :

4. supaya perusahaun dan alatnya yang ada dalam pe-
rusahaan terpelihara baik,

b. supaya alat2 pengangkut daging dalam keadaan baik
dan memenuhi syarat - syarat hygne.

¢. supaya alat?2 pengangkut daging hanya dipergunakan
mengangkut daging saja.

d. supaya setiap kali setelah alat2 it dipakai diber-
sibkan dengan memakai air saluran air minum.

¢ supaya sebelum dipakai untuk mengangkut daging
bagian dalam alat? pengangkut daging itu  bersth
dan baik menurut pandangan Dokter Hewan.

(2).Jagal dilarang memakai kendaraan untuk mengangkut da-
ging bila kendaraan itu tidak memenuhi syaral - syarat
yang ditentukan oleh Dokter Hewan. Tjin ‘memakai ken
daraan hanya diberikan bila mana kendaraan itu meme-

nuhi syarat yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)

dan pasal 30,

Kendaraan yang telah dinyatakan baik dapat dinyatakan

tidak baik oleh Dokter Hewan bilamana ia tidak meme-

muhi syarat - syarat lagi.
(3). Pemerintah Daerah Tingkat 11 seclapat mungkin menye-
diadakar: kendaraan-kendaraan puna mengangkut daping.
Pasal 30.
Kendaraan pengangkut daging yang dimaksud dalam pasal 29
ayat (2} harus memenuhi syaral - syarat yang ditetapkan oleh
kepala Duerah Tingkat 17
Pasal 31,
(1). Dilarang berkeliling menjual daging bila tidak mempu-
nyai surat ijin dari Kepala Daerah Tingkat 11,

' X7
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(2),

{3

Surat permohonan uwatuk hal ini harus

a4, memuat nama dipemohon.

b. disertai 2 buah potret sipemohon, dan surat ketera-
ngan kesehatanuya.

Sural permohonuan itu harus juga disertai keterangan si-
pemohion mengenai daging jenis ternak potong yang akan
dijualnya.

Pasal 32.

Lin yang dimaksudkan dalam pasal 31 ayar (1) ditolek

HE

(1.

(2

A1),

2).

(3

(4).

bilamana surat pegmohonan tidak  memenuhi syarat -
syarat dimeksudian pasal 31 aval {2) dan (3]
bilamuna penjualan duging keliling tidak memeanuhi sulub
satn ketentuan didalam peraturan Daerah ini.

Pasal 33,

Surat @jin yang dimaksudkan dalam pasal 31 ayat (1)
dapat dicabut kembali oleh Kopaia Disrah Tingkat 11
tentzng hal imi berluke juga ketentum: - kefentuzn dalam
ayat (1) huraf a, b dae ¢ ayst (25 dac (3) dard pasal2 20
Surat ijin yady dimaksudkan dalam pasul 31 ayat (1)
dicabut kembali cleh Kepala Daersh Tingkat 11 Eilamana
sipznjual daging menjual dagine aten menpwarkan Jaging
bertentangan, dengan surat koterungan yans  dimeksed
dalam pasal 31 aval (3), Dalom hal ini berlaku jues
ketentuan dalam pasal 26 ayat (2) dan (3).

Pasal 34,

Umupk mempermudab  ponpawssan  atzs orang - orang
yang disebut dilum pasai 31 ayat (1) maka kepada pen-
jual daging yang telah mempunyai surat ijin elch Dok-
ter Hewan diberikan karty kontrols yang disertd potret
serta dibubuhi tanda jempol tangan atwu tanda langan
sipenjual daging tersebut,

Sesepera sotelah surat ijin o dicabut meourat pasal 33
maka seketika itu juea sipenjual daging diwajibkan me-
ngembalikan kartu konirole ite kepoda Dokier Howan,
Penjual daging dibolehkan mengangkar wakil vntuk se-
lama 14 hari. Wakil ini harus mempunysi kade dimak-
sud dulam ayat (1), Bilamana wakil it melanggar suatu
aturar maks Daktor Hewan Berhaok meminta kembzii ko
tu itu,

Wakil tersebut wujib mematuhi segala ketentuan - ke
tentuan dalam Peraturan Dacrah ini sehagai penjual da-
ging. ‘



Pasal 35

Kartu Kontrole yang tersebut dalam pasal 34 dicatat oleh
Dokter Hewan didalam buku Daftar. Didalam buku ini ia
mencatat tanggal pencabutan kartu itu beserta sebab - scbhab-
nyi.
Pasal 36.

Pedagang daging keliling  diwajibkan  senantinsa  membawa
kartu kontrole pada waktu mercka menjalankan pekerjaannya
dan diharuskan menunjekkan kartu itu kepada Pegawai yang
tersebat dalam pasal 45 pada tiap2 waktu ia diminta menun-
jukkannya.

Pasal 37.

Pedagang daging keliling dilarang menjalankan pekerjaannya

bila mana ia mederjta penyakit menular, luka - luka  atau

borok atan bila mana ia tidak berpakaian bersih. Hal tera-
khir ini diputuskan oleh Dokter Hewan.
Pasal 38,

(). Jagal dan;atau penjual daging keliling dilarang mempu-
nyai, membawa, menjual atau menawarkan daging yang
tidak dinyatakan baik dan tidak memenuhi ketentuan?2
didaldm Peraturan Daerah ini, kecuali bilamana da-
ging itu berasal dari ternak potong yang dipotong daru-
rat serta lernak potong itu masih dalam keadaan leng-
kap dan barmaksud akan dibawa kerumah potong umum

(2). Jagal dan penjeal daging keliling diwajibkan membaoleh-
kan dirinya begitupun kemdaraannya atan lain - lain
alat pengangkut dipesriksa oleh Dokter Hewan atan jurn
daging.

Pasal 39.

Dokter Hewan dan atau Juru daging berhak membinasakan

atau membikin tak dapat dimakan daging yang busuk atau

kotor, dan berhak pula menyuruh jagal, sipengedar, sipenyim-
pan atau sipembawa daging untuk membawa daging semacam

e ke rumab potong emuon,

Pasal 40,

Bilamana sipemotong atau sipenjual daging keliling mengang-
kut daging tidak memakai kendaraan pengangkut yupg termaki-
sud dalam pazal 30, maka iz dilarang memakai bak - bak
keranjang, atau teromol - tromol untuk mengangkut daging
vang :
i, tidak memenuhi syarat - syaral scperti yang ditetapkan

oleh Peraturan Daerah ini. '
b. tidak dalam keadaan bersih dan tertutup baik,

c. tidak cukup memberikan perlindungan matahari, hujmn.dan
dehu,
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(1).

{2}

Pasal 41
Dilarang menaruh ataw membagi daging yang hendak
dijual diatas meja yang tingginya kurang dari 50 Cun.
dan tidak dicat putih dan tidak dilapisi seng atau benda
loin sehingga air dapat menembusnya dan diatas meja
yang sukar dibersihkan.

Dilarang menyimpan daging untuk dijual ditempat vang
tidak terlindung terhadap panas Matahari, hujan  ataw
debu tanpa mencepah masuknya hawa segar,

BAE XI PEMASUKAN DAGING KEDALAM DAERAH

PEMOTONGAN
Pasal 42,

(3). Surat ijin ini dapat dicabut kembali oleh Kepala Dae ah

(2).

dilarang memasukkan daging dari tempat lain kedalam
dagrah pemotongan lebih dari | Kg. tanpa surat in
Kepala Daerah Tingkat 11.

Mzngenai pamberian surat ijin ini Kepala Daerah Tingkat
Il dapat mengadakan syaral - syaral.

{3). Surat ijin ini dapat dicabut kembali olch Kepaia Daerah

(1)

(2).,

@)

(1)

(2).

Tingkat Il bila mana syarat - syarat tidak dipenuhi.
Pasal 43,

Dilarang memasukkan daging kedaserah pemotongan, da-
ging yang tdak disertai surii keleriusgan yang menyi-
takan bahwa daging itu berasal dari ternak potong yang
tidak lebih dari 24 jum vang fumpau telsh dinyatakan
baik oleh juru daging.

Daging yang dimaksudkan itu diperiksa oleh juru daging
ditempat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Tingkat 11
lernak poioug yung dipotcag hanya boiel dimasukkan
kedalam daerah potongan dalam keadaan lengkap de-
ngan kepala, paru - pary, hati, jantuog, limpa, ginjal,
usus dan lambung lambung belum terpisah dari badan-
nyd, Bila mana salah satn diastarg alal - alsl dalam
iu tiduk ada lagi. maka daging itu dinyatakan tidak baik

Pasal 44.

Ketentuan - ketentwan dalam pasal 42 tidak  berlaku

untuk daging yang dimasukkan kedalem daerah pemo-

tongan untuk diteruskan kelain tempat.

Barang siapa memasukkan daging hanya untuk menerus-

kan daging itu kKeluar tempat diwajibkan menjaga :

a. Supaya dapging terbungkus baik.

b. Supaya bungkusan daging itu disegel baik dan diser-
tai nama/alamat, yang akan menerima daging itu
dan nama yang menjual daging itu,



(3).

(1).

1.

(2.

(3)

(4),

(3.

¢, Supaya daging itu diteruskan ditempat yang dituju
dengan memakai jalan didalam daerah pemotongan
yang paling pendek.

Memasukkan daging diantara matahari terbenam  dan

matahari terbit dilarang.

BAB XIj

PENGAWASAN DAN KETENTUAN PIDANA
Pasal 45,

Pengiwasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini di-

tugaskan kepada Dokter Hewan/Juru Daging dan atau

petugas2 tehnis yang ditunjuk scbagai dimaksud dalam

pasal 5 ayat (1)

Penyidikan atas pelanggaran ketentuan? dalam  Peratu-

ran Daerah ini ditugaskan kepada

— Dokter Hewan, Juru Daging dan atau petupas? teh-
nis dimaksud pasal 45 ayat (1).

—— Pegawai/Petugas penyidikan pada umumnya.

— Pegawai2 pada bagian Pengawasan kantor Kepala
Dierah Tingkat 15

Pasal 46.

Pelanggaran terhadap atau tidak dipenuhinya kewajiban2
atau syarat? yang tercantum dalam ketentuan? pasal 6,
7, 8, 10, 12,13, 19, 20, 22, 28, 29, 31, 37, 38, 40,
41, 42, 43 Peraturan Daerah ini dihukum dengan huku-
man kurungan szlama - lamanya & (enam) bulan atau
denda sebanyak - banyaknya Rp 50.000,— (LIMA
PULUH RIBU RUPIAH).

Dalam hal Pelanggaran ulangan yang dilakukan dalam
witktu yang tidak lebih dari satu tahun sejak dijatehkan-
nya pidana dalam pelanggaran pertama berdasarkan ke-
tentuan Pengadilan yang tidak dopat dirubah lagi dapat
diancam sampai dua kali maximum dari hukuman ter-
maksud pada ayat (1) pasal ini.

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang
surat ijin ezbagai yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1),
maka surat ijin japalnya dapat dicabut.

Jika pemepang surat ijin yang dimaksud dalam pasal
22 ayat (1) dan pasal 42 ayat (1), adalgh svatn badan
Hukum, maka Kketentuan Pidana yang dimaksud pada
ayat (1) dan (2) ini, berlaku pula bagi pengurus Ba-
dan Hukum tersebut.

Perbuatan Pidana sebagai dimaksud dalam  Peraturan
Daerah ini adalah pelanggaran.

3l



BAB XIIL
KETENTUAN PENUTURP
Pasal 47,
(1), Peraturan Dacrah ini mulai berlaku sejuk diundangkan
dalam lembaran Daerah Tingkat T Bali.
(2). Sejak EBerlakunya Peraturan Dacrah ini muka

@ tidak berlako lagi "Undang2 Membantai Hewan di
Bali dan Lembok™ vanz diwartakan dalam extra By-
voegsol tangeal 31 Juli 1936 No, 36 (Yayascho
Courant No. 58).

[v. Segala Peraturan?. Kepwiosan2  Instruksi2, atao ke
tentuan yang ada tetap berlaku sepanjung tidak bor
tentatgon dengan Peraturan Daerah ini dan sepan-
jang belum dieabut dirubah atau diganti berdasarkan
Peraturan Daerah ini.

Drenpasar, 200 Desember 1974

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT [ BALI

L. b d.
{SOEKARMEDN )

D.P.R.D. TINGKAT I BALI
KETUA
ttod
(I GUSTI NGURAH PARTHA).

DISAHKAN
Dengan Surat Kepulusan Menteri Dalam Negeri
tgl. 29 Nopember 1976 No. PEM. 10/48 /15-378
Dircktorat Jendaeal Pemerintahon Umuem
dan Otonomi Daerah
Direktur Pambinman Pemerintaban Daerah,

Cap. iot.d
DRS: MACHMOLDDIN NOOR.-
Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Ne. 3 tanggal 3 Maret tahun 1977

Sert ; b MNo, .: 3 , Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali, Kasub Bagian Tata Usaha,
A Lt
( DRS. SEMBEAH SUBHAKTI ) { T NYOMAN SUKARDI )
NIP. 010023939, NIP 010061320



PENJELASAN.
UMUM :
Dusar pertimbangan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adaloh sebagai
berikut
L. Sebapai pelaksanaan dari pada Undanp2 No. 6 tahun 1967 tentang
ketentvan2 pokok Peternakan dan Keschatan Hewan.
Sebagui peninjauan dari padas Undang2 Membantai di “Bali dan Lom-
bok™ yang diwartakan dalam extra byvoessol tanggal 21 Juli 1936
(Yavascohe courant No. 58),
3. Scbagai pedomun atau petunjuk bagi Daerah2 Tingkar 11 di Bali
didalam pemungutan retribusi Daerah yang berkenaan dengan pemo-
tongan ternak dan pengawasan/pemeriksaan daging.

l'.'-

Ad. 1. Scbagai mana kita maklum, bahwa didalam pasal 21 ayat (1)
huruf a dan ¢ Undang? No. 6 tahua 1967 ditentukan, bahwa un-
tuk kepentingan pemeliharaan kesehatan manusia dan ketentera-
man bathin masyarakat scbagaimana termaksud pada pasal 19
ayat (2) UndangZ No. 6 tahun 1967. maka dengan Peraturan
Pemerintah ditetapkan ketentvan2 tentang pengawasan pemoto-
ngan hewan, pengawasan dan pengujian daping, susu dan telur,
Adapun Peraturan Pemerintah dimaksud sampal saat ini belum
ditetapkan oleh Pemecrimtah Pusat.

Berhubung Pemerintuh Daerah Tingkat [ Bali memandang perlu
adanys peraturan mengenai pemotongan ternak, penpawasan dan
pengujian daging uniuk kepentingan manusia dan  ketentraman
bathin masyarakat scbagai mana dimaksud pasal 19 ayat (2)
Undang2 No. 6 tzhun 1967 tersebut didepan, maka mendahului
Peraturan Pemerintah termaksud Pzmeristah  Daerah  Tingkat |
Bali menctapkan Peraturan Dacrah ini untuk dasrahnya.

Sudal tentv qanti apubila Pemerintah Pusat telah menetapkan
Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat
(1) Undang2 No. 6 tahun 1967, dengan sendirinya hal?2 yang
diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku lag.

Ad. 2. Bahwa dengan Undang2 "Membantai di Bali dan Lombok™ yang
diwartakan dalam extra byvozgsol tanggal 21 Juli 1936 (Java-
sohe Courant No, 58) telah diater pula mengenal pemotongan
ternak, pengawasan dan pengujian daging sebagaimana dimaksud
dalum pasal 21 ayat (1) angka 1 dan 2 Undang? No. 6 tahun
1967 yang berdasarkan pasal 10

Undang2 No. 64 tahun 1958 (Lembaran Negara No. 115 tahun
1958) tentang pzmbentukar Daerah Tingkat 1 Bali yang masih
berlake <cbagai Peraturan Dacrah Tingkat 1 Bali,

Mengingat terdapat hal2 didalam Undang2 “Membantai di Bali
dan Lombok"” tersebut diatas yang tidak sesuvai lagi dengan kea-
daan sckarang maka sewajarnya dindakon peninjavan atas Un-
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IL.

Ad, 3.

dang? "Membantai di Bali dan Lombeolk” itu. Selain dari pada
itn alasan tersebut diatas, peninjavan atas Undang "Membantai
di Bali dan Lombok” didasarkan juga atas pertmbangan bah-
wa peraturan2 yang ada sebelumnya pembentukan Dagrah Ting-
kat 1 Bali (Propinsi Bali yang masih berlaku sebagai Peraturan
Daerah Tingkat I (Propinsi) Bali, sewajarnya ditinjau kembali/
dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Tingkat L
Didalam Undang2 No. 12 Darurat tahun 1957 tentang Peraturan
umum Retribusi Dacrah kepada Daerah? Swatantra diberikan
wewenang untuk memungut retribusi Daerah yang obyeknya ti-
dak ditentukan secara divinitif/positif, akan tetapi ditentukan se-
cara Umum yakni, bahwa Pemerintah Daerah dapat memungul
Retribusi Daerah atas obyek apa saju asalkan Pemerintah telsh
memulai dengan memberikan jasa yang nyata schagai dasar p2-
mungutan Retribusi,

Demikianlah halnya, bahwa dalam uvsahal Pemerintah Daerah
mengadakan pengawasan terhadap Pemotonpan Ternak, Penga-
wasan dan Pemeriksaan (Pengujian) daging sebagaimana diatur
didalam Peraturan daerah ini. schagai pelaksanaan dari Ketentu-
an2 pasal 21 ayat (1) Undang? No. 6 tahun 1967 teniang Ke-
tentuan2 Pokok Peternakan dan Keschatan Hewan, yang bertu-
juan untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan marusia dan
ketentraman bathin. adalah sudah sepatutnya Pemerintah Dae-
rah memungut Retribusi duri barang siapa yang karena <esuatu
hal secara langsung memperoleh manfaat atas vsaha2 dari Pe-
merintah Daerah.

Pasal demi pasal :

Pasal |
Pasal 2
Pasal 3

cukup jelas.
cukup jelas
cukup jelas

Pasal 4 s/d Pasal 47 cukup jl:lu.\:l {periksa penjelazan umum).
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